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BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi
Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mengacu
pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas,
Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes, sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5).
Gambaran umum organisasi meliputi :
1. Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas.
2. Sumberdaya Kepegawaian dan Sarana Prasarana.
1. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Susunan Organisasi
a. Tugas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.
b. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di
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bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dengan lingkup
tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait
tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

¢. Uraian Tugas

Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,

sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas

b. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

c. Melaksanakan koordinasi  kebijakan di  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan
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serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan
keluarga dengan lembaga perangkat daerah terkait di
jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun
lembaga diluar kedinasan agar terwujud sinkronisasi
pelaksanaan tugas

d. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan
tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi
bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis

e. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dengan lembaga
perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah
kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar
kedinasan dalam rangka terlaksananya kebijakan

f. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan dengan
lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah
kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar
kedinasan.

g. Menyelenggarakan kebijakan di bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran
pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga
diluar kedinasan.

h. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas
dengan mengarahkan perumusan program dan
pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta
kepegawaian.

i. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT

DP3KB Kecamatan dengan mengarahkan pelaksanaan
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kegiatan;

j.  Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevalusi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

|.  Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah
pimpinan.

d. Susunan Organisasi

Susuna Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

Berencana adalah sebagai berikut :

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

a) Sub Bagian Program dan Keuangan;

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak , membawahkan :
1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
2) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

d) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan
Penggerakkan, membawahkan :
1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi

Keluarga;

2) Seksi Advokasi, Penyuluhan, dan Penggerakkan.

e) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan

Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :

1
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1) Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
2) Seksi Ketahanan dan Kesejehteraan Keluarga.
f) Kelompok Jabatan Fungsional;
g) Unit Pelaksana Teknis.
2. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes didukung
oleh pegawai dan sumber daya sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Brebes sebanyak 28 pegawai
dengan komposisi untuk golongan I sebanyak 0 orang,
golongan II sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 14
orang dan Golongan IV sebanyak 7 orang, data tersebut

digambarkan sebagaimana diagram dibawah ini :

PEGAWAI DP3KB PER DESEMBER 2019

H Gol |

H Gol Il

Gol Il

H Gol IV

Gambar 1.1

Daftar Pegawai DP3KB Kabupaten Brebes Per
Desember 2019
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Sedangkan komposisi jumlah pegawai per golongan
berdasarkan jenis kelamin sebagaimana terlihat dalam tabel
berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai (ASN) Per Golongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

1 2 3 4 5

1 Gol IV 3 4 7

2 Gol III 4 10 14

3 Gol IT 3 4 7

4 Gol I 0 0 0
Jumlah 10 18 28

tabel tersebut dapat ditampilkan dalam diagram sebagai

berikut :
PEGAWAI DP3KB BERDASARKAN GOLONGAN

DAN JENIS KELAMIN PER DESMBER 2019
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Gambar 1.2
Daftar Pegawai DP3KB Berdasarkan Golongan dan Jenis
Kelamin Per desember 2109
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Data tenaga kontrak yang bekerja berdasarkan perjanjian
kinerja berdasarkan tingkat Pendidikan dijabarkan sebagai
berikut :

Tabel 1.2
Data Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Jumliah Ket
Pendidikan

1 Sarjana 7 Jumlah Pria 11

2 Akademi/D.III 2 orang,

3 |SLTA 6 Jumlah

4 D 1 Perempuan 5
orang

Jumliah 16

Tabel Data tenaga kontrak yang bekerja berdasarkan
perjanjian kerja berdasarkan tingkat Pendidikan bisa

digambarkan dalam gambar 1.3 berikut:

PEGAWAI KONTRAK BERDASARKAN
PERJANJIAN KERJA DP3KB TAHUN 2019

HGol |
Gol Il
Gol Il
Gol IV
Gambar 1.3
Daftar Pegawai Kontrak DP3KB berdasarkan Tingkat
Pendidikan
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b. Sarana dan Prasarana :
Sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian  Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Brebes sebagaimana di bawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
1 | Gedung Kantor 1
2 | Rumah Dinas 1
3 | Gudang Obat 1

Gedung Balai Penyuluh Keluarga 17
4

Berencana beserta Perlengkapannya
5 | Kendaraan Dinas Operasional 7
6 | Mobil Unit Penerangan 1
v Mobil Pengangkut Akseptor Keluarga 1

Berencana
8 | Sepeda Motor 53
9 | Komputer PC 27
10 | Laptop 42
11 | Printer 26
12 | Meja kerja 21
13 | Kursi kerja 51
14 | Tempat Parkir 1
15 | Jaringan WIFI 1
16 | Kursi Tamu (Sofa) 3
17 | Kursi Rapat 40
18 | Meja Rapat 3

B. Permasalahan Utama
Adapun permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Brebes yang harus diselesaikan dalam memberikan
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pelayanan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di
Kabupaten Brebes mengenai pentingnya pengintegrasian
perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan
masih kurang.

2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara
efektif di Kabupaten Brebes dalam mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam pembangunan.

3. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk
mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

4. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin
meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki
smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak
dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

5. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak
menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-
kasus anak belum berjalan secara efektif.

6. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus
memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan,
dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam
rangka pemenuhan hak anak.

7. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang
menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia
usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

8. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai
pentingnya mendukung Program Pengendalian Penduduk, dan

Keluarga Berencana masih kurang.

BERE
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9. Pemahaman keikutsertaan Keluarga Berencana Pria masih rendah

10. Regulasi dan kebijakan yang relative belum menyentuh kepada
pelaksanaan program pengendalian penduduk, dan kleuarga
berencana di Daerah.

11. Kesadaran peserta Keluarga Berencana aktif terhadap Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang.

12. Regulasi lintas sektoral yang kontra dengan azas-azas kepesertaan
Keluarga Berencana.

13. Norma budaya lokal yang menghambat partisipasi masyarakat
untuk ber-Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang
menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal
lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan
positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk
responsibilitas  pemerintah  untuk  mewujudkan ke arah
penyelenggaraan Tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan
perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam
kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan,
pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas
bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk
respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan
pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan
proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari
tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan
pemerintah  untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja
pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat
terkoreksi LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes
2019 dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas

pelayanan pemerintah.

u |
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Sebagai suatu organisasi yang baru maka perlu disusun Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes
dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes. Perencanaan,
Pengkoordinasian dan pengembangan, pembuatan program dan
kegiatan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan semua
unsur seperti Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, serta Instansi
terkait dan Pemangku Kepentingan lainnya sehingga semua dapat
berperan serta dalam tugas—tugas Pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Brebes Tahun 2017-2022 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis
yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun merupakan dokumen
Perencanaan Jangka Menengah yang memuat dan menggambarkan
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Renstra secara sistematis
mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk
strategi kebijakan dan rencana vyang terarah, efektif dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara
bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya
yang dimiliki organisasi.

Fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Brebes Tahun 2017-2022 dalam penyelenggaraan Pembangunan
Daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator
kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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Kabupaten Brebes selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi
Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam
rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana  Kabupaten Brebes dalam hal ini  mencakup
penyelenggaraan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Renstra Perangkat Daerah memiliki Kedudukan dan Fungsi yang
sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun
setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan dalam Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan pada Perangkat Daerah, baik Evaluasi Renstra maupun
Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Tujuan Renstra merupakan sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan.

Dalam rangka pencapaian Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang akan
dicapai sebagai berikut:

1) Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera
2) Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan

dan anak

B
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Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, ditetapkan
sasaran-sasaran pencapaian tujuan, sebagaimana berikut :

1. Untuk mencapai tujuan T.1, Mewujudkan Keluarga Kecil Yang
Bahagia Sejahtera, sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Akseptor Keluarga Berencana

b. Menurunnya angka usia pernikahan dini

c. Menurunnya Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

d. Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif

e. Menurunnya jumlah Pasangan Usia Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun (minimal 3,5%)

f. Menurunnya angka Pasangan Usia Subur yang ingin ber-
Keluarga Berencana tidak terpenuhi (Unmet Need) 11 %

2. Untuk mencapai tujuan T.2, Mewujudkan perlindungan dan
pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, sasarannya adalah
sebagai berikut :

a. Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak
b. Meningkatnya pelayanan anak korban tindak kekerasan
C. Meningkatnya kualitas hidup, peran serta dan kontrol

perempuan dalam pembangunan

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan kontrak kinerja

yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima
amanah selama satu Tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai.
Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkwalitas out
come disamping output penting, dan harus adanya kesinambungan
tahun-tahun sebelumnya sehinga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya :

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

Tl
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pemberi amanah untuk  meningkatkan intregitas, akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan
dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima
amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes tahun 2019
telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati
Brebes untuk mewujudkan target kinerja dimaksud.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan 7 Program, 35
Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sejumlah Rp.
11.131.283.000,- (Sebelas miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus
delapan puluh tiga ribu rupiah).

Gambaran mengenai keterkaitan antara 7ujuan/Sasaran, Indikator
dan target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Bupati Brebes, secara
lengkap sebagaimana terantum dalam Lampiran 1.

Secara singkat Program dan Anggaran yang digunakan untuk mendukung
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sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Dinas

Anak,
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes tahun 2019

capaian tujuan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pengendalian

adalah sebagai berikut :

(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatkan pemberdayaan 1. Jumlah pelatihan TOT PPRG 1 Kegiatan
perempuan 2. Jumlah rapat koordinasi PUG 1 Kegiatan
3. Jumlah kegiatan peringatan Hari Ibu 1 Kegiatan
4. Jumlah fasilitasi kegiatan 14 Kegiatan
pemberdayaan perempuan
5. Jumlah fasilitasi Gerakan Sayang Ibu 2 Kegiatan
(GSI)
6. Jumlah fasilitasi kegiatan GOW 1 Kegiatan
7. Jumlah fasilitasi kegiatan DWP 7 Kegiatan
8. jumlah fasilitasi kegiatan Sekar Tantri | 1 Kegiatan
2. Meningkatkan perlindungan 1. Jumlah fasilitasi pertemuan POKJA 4 Kegiatan
dan pemenuhan hak anak Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia
2. Jumlah fasilitasi Kegiatan Forum Anak | 4 Kegiatan
3. Jumlah kegiatan peringatan Hari Anak | 1 Kegiatan
Nasional
4. Jumlah fasilitasi pembentukan Forum 4 Kegiatan
Anak
5. Jumlah Kongres Anak Brebes 1 Kegiatan
6. Jumlah fasilitasi Kegiatan Kabupaten 4 Kegiatan
Layak Anak
7. Jumlah fasilitasi kegiatan pertemuan 2 Kegiatan
jejaring PPT
8. Jumlah fasilitasi kegiatan pertemuan 4 Kegiatan
PPT
3. Meningkatkan pengendalian 1. Jumlah pertemuan forum penggiat 1 Kegiatan
penduduk dan pemberian Program KKBPK
informasi keluarga 2. Jumlah fasilitasi kegiatan dengan 1 Kegiatan
mitra kependudukan
3. Jumlah workshop POKJA KKBPK 1 Kegiatan
Tingkat Kabupaten
4. Jumlah Grand Design Kependudukan 1 Buah
5. Jumlah pertemuan POKJA Kampung 48 Kampung
KB KB
6. Jumlah pertemuan forum musyawarah | 48 Kampung
tinngkat desa Kampung KB KB
7. Jumlah peningkatan kapasitas KKBPK | 1 Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana

e |




[ >

LKjIP DP3KB 2019

8. Jumlah peningkatan kapasitas 2 kegiatan
fasilitator Kampung KB
9. Jumlah pertemuat rapat PPKBD 1 Kegiatan
10. Transport operasional PPKBD dan 12 Bulan
SUBPPKBD
4, Meningkatkan advokasi, 1. Jumlah pelatihan KIE bagi kader KB 3 Kegiatan
penyuluhan dan 2. Jumlah pameran pembangunan 2 Kegiatan
penggerakkan tingkat Kabupaten
3. Jumlah pawai pembangunan tingkat 1 Kegiatan
Kabupaten
4. Jumlah peringatan Hari Keluarga 1 Kegiatan
Nasional
5. Jumlah kegiatan KIE dengan MUPEN 24 Kegiatan
6. Jenis pengadaan sarana KIE 3 jenis
7. Jumlah kegiatan karnaval HUT RI 17 Kecamatan
Tingkat Kecamatan
8. Jumlah pelatihan KIE bagi kader 2 Kegiatan
Kampung KB
5. Meningkatkan kesertaan 1. Jumlah safari KB-Kes rutin tingkat 11 Kegiatan
Keluarga Berencana kecamatan
2. Jumlah safari KB-Kes momen tingkat 8 Kegiatan
kabupaten
3. Jumlah pelayanan metode T-Mal 6 Kegiatan
Tingkat Kabupaten
4. Jumlah pemilihan Duta GenRe Tingkat | 3 Kegiatan
Kecamatan
5. Jumnlah Pemilihan Duta GenRe 1 Kegiatan
Tingkat Kabupaten
6. Jumlah pelatihan Program PIK Remaja | 1 Kegiatan
7. Pengadaan side effect pelayanan 12 Bulan
kontrasepsi
8. Jumlah kegiatan pembinaan kelompok | 18 Kampung
PIK Remaja KB
9. Jumlah kegiatan peningkatan 1 Kegiatan
kapasitas bagi pengelola PIK Remaja
6. Meningkatkan ketahanan dan | 1. Jumlah kegiatan penguatan peran dan | 3 Kegiatan
kesejahteraan keluarga fungsi keluarga
2. Jumlah kegiatan peningkatan kualitas | 3 Kegiatan
Tribina dan UPPKS
3. Jumlah kegiatan pertemuan edukasi 1 Kegiatan
dan pengasuhan 1.000 HPK bagi ibu
dan keluarga di 10 Desa Stunting
4. Jumlah kegiatan refreshing edukasi 1 Kegiatan

dan pengasuhan 1.000 HPK bagi ibu
dan keluarga di 10 Desa Stunting
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5. Jumlah kegiatan operasional 48 Kampung
ketahanan keluarga berbasis POKTAN | KB
Tribina dan UPPKS di Kampung KB

6. Jumlah kegaiatan Lokakarya Mini 48 Kampung
tingkat desa dan kecamatan di KB
Kampung KB

7. Melaksanakan pelayanan 1. Prosentase penyediaan jasa surat 100 %
administrasi perkantoran menyurat

2. Prosentase penyediaan jasa 100 %
komunikasi, sumber daya air dan
listrik tingkat kabupaten

3. Prosentase penyediaan jasa peralatan | 100 %
dan perlengkapan kantor

4. Prosentase penyediaan jasa 100 %
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

5. Prosentase penyediaan jasa 100 %
administrasi keuangan

6. Prosentase penyediaan jasa 100 %
kebersihan kantor

7. Prosentase penyediaan jasa perbaikan | 100 %
peralatan kerja

8. Prosentase penyediaan alat tulis 100 %
kantor

9. Prosentase penyediaan barang 100 %
cetakan dan penggandaan

10. Prosentase penyediaan bahan bacaan | 100 %
dan peraturan perundang-undangan

11. Prosentase penyediaan makan dan 100 %
minum

12. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 30 Kegiatan
konsultasi keluar daerah

13. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 30 Kegiatan
konsultasi ke dalam daerah

8. Meningkatkan sarana dan 1. Prosentase pengadaan peralatan 100 %
prasarana aparatur Gedung kantor

2. Prosentase pengadaan mebeulair 100 %

3. Prosentase pemeliharaan Gedung 100 %
kantor

4. Jumlah pemeliharaan mobil pejabat 1 Kendaraan

5. Jumlah pemeliharaan mobil dinas/ 9 Kendaraan
operasional

6. Jumlah rehab gedung kantor 2 Gedung

7. Prosentase operasional Keluarga 100 %

Berencana
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9. Meningkatkan disiplin aparatur Jumlah seragam batik tradisional 130 Stel
pegawai
10. | Meningkatkan kapasitas Penilaian angka kredit 2 semester
sumber daya aparatur
11. | Meningkatkan pengembangan Jumlah pelatihan pelaporan 1 Kegiatan
sistem pelaporan capaian Jumlah pertemuan Forum Informasi 1 Kegiatan
kinerja dan keuangan data
12. | Menyediakan sarana Jumlah pengadaan lemari 23 Buah
pelayanan dan penyuluhan penyimpanan ALOKON
Keluarga Berencana (DAK) Jumlah pengadaan kendaraan 32 Buah
bermotor roda dua
Jumlah pengadaan laptop 20 Buah
13. | Meningkatkan Ketahanan dan Jumlah pengadaan BKB KIT 10 Buah
Kesejahteraan Keluarga (DAK
Penugasan Stunting)

1) (2) (3)
Program Pemberdayaan | Rp. 1.039.800.000,- Sumber
Perempuan dan Anggaran
Perlindungan anak dari APBD
100%
Program Pengendalian | Rp. 3.387.619.000,- Sumber
Penduduk Penyuluhan dan Anggaran
Penggerakan dari APBD
100%
Program Keluarga | Rp. 3.661.654.000,- Sumber
Berencana, Ketahanan dan Anggaran
Kesejahteraan Keluarga dari APBD
100%
Program pelayanan | Rp. 753.425.000,- Sumber
administrasi perkantoran Anggaran
dari APBD
100%
Program peningkatan | Rp. 2.246.675.000,- Sumber
sarana dan  prasarana Anggaran
aparatur dari APBD
100%
Program peningkatan Rp. 4.000.000,- Sumber
kapasitas sumber daya Anggaran
aparatur dari APBD
100%
Program peningkatan Rp. 38.110.000,- Sumber
pengembangan system Anggaran
pelaporan capaian kinerja dari APBD
dan keuangan 100%

B
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C. Rencana Anggaran Kegiatan
Rencana anggaran kegiatan pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
I Program Pelayanan Administrasi 753.425.000
Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat 10.967.000
b. Peny_edlz_:lan jasa komunikasi, sumber daya air 102.600.000
dan listrik.
¢. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 15.840.000
kantor.
d. Penyediaan jasa pemehharaan dan perizinan 43.025.000
kendaraan dinas/operasional
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan 92.160.000
f. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 81.434.000
g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 29.995.000
h. Penyediaan jasa alat tulis kantor (ATK). 19.858.000
i. Penyediaan barang cetakan dan 11.625.000
penggandaan.
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12.240.000
perundang-undangan
k. Penyediaan makanan dan minuman. 59.100.000
|. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar 935.621.000
daerah.
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 38.960.000
daerah.
I Program Peningkatan Sarana dan 2.246.675.000
Prasarana Aparatur
a. Pengadaan peralatan gedung kantor 80.150.000
b. Pengadaan mebeleur 59.500.000
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.530.000
d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 26.288.000
€. Pgmellharaaq rutin/berkala kendaraan 110.681.000
dinas/operasional
f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 370.526.000
g. [C:)iziir)asmnal Keluarga Berencana (DAK Non 1.595.000.000
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 4.000.000
Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal 4.000.000
Program Peningkatan Pengembangan
v Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 38.110.000
Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 29.770.000
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NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
b. Peny_usu_nan Dokumen Perencanaan dan 8.340.000
Monitoring
v Proqram Pemberdayaan Perempuan dan 1.039.800.000
Perlindungan Anak
a. Pemberdayaan Perempuan 582.500.000
b. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 457.300.000
VI Program Pengendalian Penduduk 3.387.619.000
Penyuluhan Dan Penggerakan
a. Pengendalian Penduduk dan Informasi 172.500.000
Keluarga
b. Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan 253.960.000
c. Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluarga (DAK Non Fisik) 2.505.896.000
d. Advokz?s.l, Penyuluhan dan Penggerakan (DAK 368.263.000
Non Fisik)
VII Program !(eluarga Berencana, Ketahanan 3.661.654.000
dan Kesejahteraan Keluarga
a. Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana 1.268.559.000
b. Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga 92.350.000
¢. Penyediaan Sarana dan Penyuluhan Keluarga 1.358.718.000
Berencana (DAK)
d. Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana
(DAK Non Fisik) 207.028.000
e. Ketaha_n_an dan Kesejahteraan Keluarga (DAK 675.000.000
Non Fisik)
f. Ketahanan dan Ke_seJahteraan Keluarga (DAK 59.999.000
Penugasan Stunting)
JUMLAH 11.131.283.000

R

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana



[ >

LKjIP DP3KB 2019

BAB II11
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan PP No 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah,
serta Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja dan melaporkan progres
kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakannya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini
akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2019. Secara
umum realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes
dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya
yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2019.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menangani dua
urusan yakni urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera dan
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urusan
Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera terdiri dari 3 (tiga)
indikator kinerja dan urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak terdiri dari 4 (empat ) indikator kinerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan
sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka
menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran
strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang

dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

2|
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Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja
No. Rentang Capaian Kategori Capaian
1. | Lebih dari 100 % Sangat Baik
2. 75 % sampai dengan 100 % Baik
3. 55 % sampai dengan 75 % Cukup
4, Kurang dari 55 % Kurang

Dari kedua urusan tersebut diatas dituangkan kedalam 7 (tujuh)
indikator dengan pencapaian kinerja tahun anggaran 2019 sebagai
berikut :

1. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera
untuk T.A. 2019 dapat diuraikan table berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera

Capaian | Capaian Kinerja T.A.

%

No. Indikator Kinerja

Pembangunan

T.A.
2018

2019

Target
RPIJMD

Realisasi

Penca
paian

Program Pengendalian
Penduduk Penyuluhan dan
Penggerakan

Tersedianya data mikro
keluarga dan kependudukan
(Profil KKBPK)

1 (ada)

100,00

Tersedianya media KIE KKBPK
(Grand Design KKBPK)

1 (ada)

100,00

11

Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR Mandiri

Cakupan Peserta KB Aktif (%)

72,65

69,18

95,22

Cakupan Kelompok Bina
Keluarga Paripurna (%)

57,89

58,82

101,60

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
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Secara umum capaian dari 4 (empat) indikator kinerja pada
urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera dalam kategori
baik (99,20 %) dimana terdapat 1 indikator dengan kategori sangat
baik, 3 indikator kategori baik.

Dari
Peserta KB Aktif, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 72,65 %

indikator yang tidak tercapai targetnya adalah Cakupan

sedangkan realisasinya sampai dengan akhir Desember 2019 hanya
tercapai 69,18 % hal ini dikarenakan Kesalahan pada waktu awal
penetapan target indikator kinerja karena PA diatas 70 % akan sulit
tercapai dimana PA >70% berarti bahwa penduduk sudah tumbuh
seimbang. Adapun kesalahan penetapan target ini akan direvisi

pada perubahan RKPD

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak untuk T.A. 2019 dapat diuraikan table berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Capaian Capaian Kinerja T.A. by
Indikator Kinerja T.A. 2018 2019 °
No. Penca
Pembangunan Target Realisasi aian
RPIMD P
I Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Persentase meningkatnya
implementasi Pengarusutamaan
- 12 12,4 103,7
Gender dan Kabupaten Layak A5 03,75
Anak (%)
Cakupan Pembentukan forum
anak desa dibanding jumlah - 30,30 35,35 116,66
desa (%)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
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Capaian Capaian Kinerja T.A. Iy
Indikator Kinerja T.A. 2018 2019 y
No. Penca
Pembangunan Target Realisasi aian
RPIMD P
Cakupan penanganan kasus
kekerasan perempuan dan
3 anak dibanding kasus terlapor i 100 100 100,00
(%)

Secara umum capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja pada

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

kategori Sangat baik (106,80 %).
Pencapaian indikator kinerja

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2018

tahun

2019 tidak bisa

merupakan tahun transisi yang belum menggunakan target sesuai

Renstra 2017-2022.

R
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B. Akuntabilitas Keuangan
Penyerapan anggaran urusan Keluarga Berencana dan keluarga
sejahtera untuk T.A. 2019 dapat diuraikan table dibawah ini:

Tabel 3.3

Program/kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2019
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sisa
Anggaran

%

Program Pengendalian
Penduduk Penyuluhan dan
Penggerakan

a.

Pengendalian Penduduk dan
Informasi Keluarga

187.000.000

173.426.026

13.573.974

92,74

b.

Advokasi, Penyuluhan
dan Penggerakan

211.460.000

195.529.709

15.930.291

92,47

C.

Pengendalian Penduduk dan
Informasi Keluarga (DAK Non
Fisik)

2.620.896.000

2.531.253.400

89.642.600

96,58

d.

Advokasi, Penyuluhan dan
Penggerakan (DAK Non Fisik)

368.263.000

340.426.055

27.836.945

92.44

Program Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

a. Pembinaan Kesertaan

Berkeluarga Berencana

1.268.559.000

1.177.618.900

90.940.100

92,83

. Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

92.350.000

86.828.000

5.522.000

94,02

Penyediaan Sarana Pelayanan
dan Penyuluhan Keluarga
Berencana (DAK)

1.358.718.000

1.116.148.000

242.570.000

82,15

. Pembinaan Kesertaan

Berkeluarga Berencana (DAK
Non Fisik)

207.028.000

205.108.000

1.920.000

99,07

. Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (DAK Non Fisik)

675.000.000

674.595.000

405.000

99,94

Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (DAK Penugasan
Stunting)

59.999.000

59.895.000

104.000

99,83

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
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Anggaran untuk mendukung pencapaian urusan Keluarga
Berencana dan keluarga sejahtera adalah sebesar Rp.
7.049.273.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.560.828.090,- atau
93,07%.

Tabel 3.5
Program/kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2019
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program/Kegiatan Anggaran realisasi | sisa anggaran | %
Program Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
a. Pemberdayaan perempuan 582.500.000 566.791.000 15.709.000 | 97,30
b. Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Anak

457.300.000 | 446.844.400 10.455.600 | 97,71

Anggaran untuk mendukung pencapaian urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp.
1.039.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.013.635.400,- atau
97.48%.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Brebes tahun 2019 dapat dikategorikan Sangat Baik,
dimana dari dua urusan dengan 7 indikator kinerja dengan pencapaian
kategori sangat baik tiga indikator dan baik empat indikator. Dimana
indikator Cakupan Peserta KB Aktif yang ditargetkan 72,65 % hanya
bisa tercapai 69,18 % dikarenakan kesalahan pada waktu penetapan
target indikator kinerja, adapun kesalahan penatapan target ini akan

direvisi pada perubahan RKPD.

B. Permasalahan yang Berkaitan dengan Capaian Kinerja.
Setelah diakukan eavaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja

sasaran RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Brebes Tahun 2017-2022, berikut adalah permasalahan yang menjadi

hambatan bagi optimalisasi  pencapaian sasaran strategis dan

program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes

Tahun 2019, khusus capaian kinerja yang terkait dengan penanganan

issu strategis yaitu :

1. Pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdapat
3 indikator dengan kategori baik yakni : kesertaan KB pria yang
masih rendah, dan Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di
Kabupaten Brebes yang masih sedikit sehingga belum optimal

menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
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2. Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
terdapat 1 indikator dengan kategori baik yakni : Belum semua
Desa / Kecamatan terfasilitasi pembentukan Satgas Gerakan
Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) dan Mengusulkan rencana
pembentukan Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) setiap tahunnya di
Desa yang belum ada serta kurang maskimalnya koordinasi antar
SKPD dan berganti-gantinya perserta yang hadir pada kegiatan
Fasilitasi Kabupaten Layak Anak..

C. Langkah-Langkah Perbaikan

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes
Tahun 2019 masih terdapat beberapa kendala dan perlu mendapat
perbaikan bersama, guna meningkatkan kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan yang disusun akan diarahkan untuk menunjang
pencapaian program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan jangka menengah RENSTRA/RENJA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes 2017-2022.

2. Indikator masing-masing bidang yang masih berkualitas out put,
diupayakan untuk dirasionalisasi menjadi indikator out come,
sehingga ketercapaian target yang telah ditetapkan dapat diukur
secara tepat.

3. Masing-masing bidang diharapkan tetap mengakomodir indikator
kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar dalam penilaian indikator

kinerja outcome.
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4. Untuk mengantisipasi kekurangan PKB/PLKB dengan jalan
mengoptimalkan kerja sama tingkat lini lapangan (PPKBD dan SUB
PPKBD) dan mengoptimalkan kegiatan KIE Program KKBPK.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di
atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian
rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang
pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Brebes khususnya serta Pemerintah Kabupaten Brebes

pada umumnya.

Brebes, Februari 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Brebes

dr. Sri Gunadi Parwoko, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620707 199010 1 002
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